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ABSTRAK 
Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan:  
1) Apa saja yang layak dijadikan dalil dalam perspektif ushul fiqih 
sebagai sandaran pengembangan sistem ekonomi Islam?  
2) Bagaimana aplikasi ushul fiqih dalam pengembangan sistem 
ekonomi Islam? 3) Apa saja yang menjadi asas perekonomian Islam 
berdasarkan dalil syara’? Data yang dikumpulkan berhubungan 
dengan fokus kajian yang berkaitan ushul fiqih dan ekonomi Islam. 
Sumber data diperoleh dari buku-buku yang membahas ushul fiqih 
dan ekonomi Islam. Kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dalil syara merupakan 
suatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah 
harus memiliki dalil qath’I atas kehujjahannya. Ini berarti suatu 
keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa 
asalnya adalah dari Allah ta’ala yang dijelaskan oleh wahyu. 
Dengan kriteria tersbebut, maka yang layak dijadikan dalil syara’ 
adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma’ sahabat dan Qiyas. 2) Ushul 
fiqih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi melainkan pada sistem 
ekonomi. Karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat dasar 
pijakan yang qath’i berdasarkan wahyu. Disinilah peran Ushul 
Fiqih, sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi 
dalam rangka menjawab seluruh problematika ekonomi 
kontemporer. 3) Berdasarkan kajian ini, asas perekonomian yang 
dibangun dari dalil syariah mencakup tiga aspek penting, yakni asas 
kepemilikan harta, asas pengelolaan harta dan asas distribusi harta.  
 
Kata Kunci: Ushul Fiqih, Sistem, Ekonomi Islam 
 
A. Pendahuluan 
Apabila kita telusuri di dunia ini, kita hanya menjumpai tiga 
mabda’ (ideologi)1, yaitu: Kapitalisme, Sosialisme termasuk 
                                                            
1 Ideologi yang dalam istilah bahasa arab dengan nama al-Mabda’, maka 
mabda (ideologi) adalah akidah yang didasarkan kepada akal (akidah rasional) 
yang tergali didalamnya aturan (nidzom). Lihat Dr. Mukhotim El-Moekry, Islam, 
Agama, Ideologi dan Hukum, (Jakarta: Wahyu Press, 2003, hal. 11 ). Lihat juga: 
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komunisme, dan Islam.2 Amerika serikat sebagai representatif 
negara ideologi kapitalisme saat ini, telah mendominasi tatanan 
dunia internasional. Demikian juga dengan Uni Sovyet sebagai 
representatif negara sosialis yang pernah eksis dalam kancah politik 
internasional dan akhirnya runtuh atas konspirasi Barat-Kapitalis. 
Menurut Syamsudin: “walaupun rezim sosialis-komunis Sovyet 
telah hancur, tetapi pemikiran Marxisme dengan macam alirannya 
masih diusung oleh beberapa Negara dan terus diperjuangkan oleh 
penganutnya.”3 Masing-masing ideologi tersebut berpijak pada 
Akidah yang berbeda, jika kapitalisme dibangun diatas asas 
Sekularisme (memisahkan aturan agama dalam kancah kehidupan), 
dan sosialis dibangun diatas asas Dialektika Materialisme. 
Keduanya hanya bersumber pada akal dan hawa nafsu manusia an 
sich, dalam artian menolak wahyu. Kedua ideologi tersebut, 
memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemikiran ekonomi, 
sebut saja misalnya; Adam smith dari kubu ekonom liberalis-
kapitalis dengan wajah barunya Neo-liberalisme dan Karl Max dari 
kubu sosialis-Marxis. Euis Amalia memaparkan: 
“Jika karya Adam Smith bisa dikatakan Genesisnya ekonomi 
modern, maka karya Karl Max adalah Exodus-nya. Jika Adam 
Smith adalah pencipta kebebasan alamiah, maka sang revolusioner 
Jerman tersebut adalah penghancurnya.”4  
Islam sebagai sebuah ideologi pernah eksis memimpin dunia 
selama kurun waktu 13 abad dalam naungan Khilafah Islamiyah. 
Islam dibangun diatas landasan Akidah Islamiyah, yakni Akidah 
yang meyakini kehidupan, alam semesta dan manusia berasal dari 
Al-Khaliq Al-Mudabbir, dan manusia hidup untuk menjalankan 
kehidupannya sesuai aturan Allah ta’ala, karena meyakini adanya 
                                                                                                                                        
Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab nidzomul islam dalam bab Qiyadah Fikriyah 
Islamiyah, (Hizbut Tahrir, 2001), cet. Ke-6, hal. 24-25 
2 Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzom al-Islami, (Hizbut Tahrir: 2001), cet. 
Ke-6, hal. 26 
3 Syamsudin Ramadhan, Islam musuh bagi Sosialisme dan Kapitalisme, 
(Jakarta: Wahyu Press, 2003), hal. 1 
4 Dr. Euis Amalia, M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa 
Klasik hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 25 
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Yaumul Hisab atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Dalam 
konteks ekonomi, bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem 
ekonomi yang khas dan unik. Dikatakan khas dan unik karena 
ekonomi Islam dibangun diatas wahyu, yakni dalil-dalil syara’ baik 
dari sumber utama yaitu Qur’an dan Sunnah ataupun dari 
penunjukkan dari keduanya yaitu Ijma’ sahabat dan Qiyas.  
Oleh karena itu, sebelum penulis memaparkan lebih jauh 
tentang Ushul Fiqih5 sebagai metodologi dalam mengembangkan 
sistem ekonomi Islam, penulis ingin sedikit menguraikan pandangan 
Islam tentang perbedaan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, hal ini 
urgen disajikan agar pembaca dapat mengetahui makanah (posisi) 
ushul fiqih dalam ekonomi Islam. Selanjutnya penulis uraikan 
tentang dalil-dalil yang layak dijadikan hujjah, dan aplikasi ushul 
fiqih dalam masalah ekonomi.  
 
B. Antara Ilmu ekonomi dan Sistem ekonomi 
Kapitalisme dan sosialisme tidak membedakan antara ilmu 
ekonomi dan sistem ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan 
Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitabnya yang fenomenal an-Nidzom 
al-Iqtishody fi al-Islam:  
 ....ءﺎﻨﺑﻭ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﻥﻭﺮﻈﻨﻳ ﻰﻟﺍ ﻻﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗ ﺓﺮﻈﻧ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻞﻤﺸﺗ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ 
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ,ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﻬﺗﺯﺎﻴﺣ ,ﻥﻭﺩ ﻞﺼﻓ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ,ﻥﻭﺩﻭ ﺰﻴﻴﻤﺗ ﺎﻤﻫﺪﺣﺍ ﻦﻋ 
ﺮﺧﻻﺍ .ﻱﺍ ﻥﻭﺮﻈﻨﻳ ﻰﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ,ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﻈﻧ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻥﻭﺩ 
ﻕﺮﻓ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ,ﻊﻣ ﻥﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﺎﻗﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ,ﻢﻠﻋﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ.6  
“ … atas dasar itu, kaum kapitalis memandang ekonomi dengan 
satu pandangan yang meliputi barang-barang produksi dan cara 
bagaimana memperolehnya, tanpa memisahkan keduanya, dan 
                                                            
5 Istilah ushul fiqih dibentuk dari dua lafadz yakni ushul dan al-fiqh, yang 
disusun berdasarkan kontruksi genetif (tarkib idzofi), yaitu mudhof (ushul) dan 
mudhof ilaih (al-fiqh), secara etimologis masing-masing berarti dasar dan faham. 
Maka ushul al-fiqh bisa dimaknai dengan kaidah yang mendasari diraihnya 
kemampuan menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasus. 
Lihat Ushul Fiqih; membangun paradigm berfikir tasyri’I,karya hafidz 
Abdurrahman, hal. 7, bandingkan juga dengan Kitab Taisir al-ushul ila washul, 
karya Atho Bin Khalil, hal. 6, serta kitab Syakhshiyyah Al-Islamiyyah, jilid III, 
karya Qadhiy an-Nabhani, hal. 3 
6Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami, (Bairut: 
Dar al-Ummah, 2004), cet. Ke-6, hal. 26 
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tanpa membedakannya satu sama lain. Artinya, mereka memandang 
ilmu ekonomi dan sistem dengan pandangan yang sama, tanpa 
membedakannya satu sama lain. Padahal ada perbedaan antara 
sistem ekonomi dan ilmu ekonomi.”  
 
Sedangkan Islam, membedakan antara ilmu dan sistem 
ekonomi. Taqiyuddin menegaskan bahwa perbedaan ilmu dan 
sistem ekonomi adalah:  
ﻡﺎﻈﻨﻟﺎﻓ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻫ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻴﺒﻳ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﺎﻬﻜﻠﻤﺗﻭ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍﻭ ﺎﻬﺑ ﺎﻣﻭ 
ﻞﻛﺎﺷ ﻚﻟﺫ .ﻮﻫﻭ ﻲﻓ ﻪﻧﺎﻴﺑ ﺍﺬﻫ ﺮﻴﺴﻳ ﻖﻓﻭ ﺔﻬﺟﻭ ﺮﻈﻧ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻲﻓ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ .ﻚﻟﺬﻟﻭ 
ﻥﺎﻛ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻲﻓ ﻡﻼﺳﻻﺍ ﻩﺮﻴﻏ ﻲﻓ ﺔﻴﻛﺍﺮﺘﺷﻻﺍ ﺔﻴﻋﻮﻴﺸﻟﺍﻭ ,ﻩﺮﻴﻏﻭ 
ﻲﻓ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳﺍﺮﻟﺍ ,ﻥﻻ ﻞﻛ ﻡﺎﻈﻧ ﺎﻬﻨﻣ ﺮﻴﺴﻳ ﺐﺴﺣ ﻬﺟﻭﺔ ﺮﻈﻧ ﺍﺪﺒﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ,
ﻑﻼﺨﺑ ﻢﻠﻋ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﻧﺎﻓ ﺚﺤﺒﻳ ﻲﻓ ﺝﺎﺘﻧﻻﺍ ﻪﻨﻴﺴﺤﺛﻭ ﺩﺎﺠﻳﺍﻭ ﻪﻠﺋﺎﺳﻭ 
ﺎﻬﻨﻴﺴﺤﺛﻭ ,ﺍﺬﻫﻭ ﻲﻤﻟﺎﻋ ﺪﻨﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻢﻣﻻﺍ ,ﺺﺜﺨﻳﻻ ﻪﺑ ﺍﺪﺒﻣ ﻥﻭﺩ ﺮﺋﺎﺴﻛﺮﺧﺍ 
ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ.7  
Pendapat ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Baqir ash-
Shadr dalam Kitab Iqtishoduna, walaupun beliau menggunakan 
istilah yang berbeda dalam menyebut sistem, namun mengarah pada 
substansi yang sama. Muhammad Baqir ash-Shadr menyatakan 
dalam kitabnya: “Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan 
dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-
peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta 
hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena 
tersebut dengan sebab-sebab dan factor-faktor umum yang 
memenuhinya.”8  
Shadr menggunakan istilah sistem dengan istilah doktrin, 
sebagaimana yang beliau jelaskan, bahwa: “Ekonomi Islam adalah 
doktrin ekonomi Islam yang diorientasikan untuk mewujudkan 
sistem Islam dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berpijak di 
atas kekuatan keseimbangan pemikiran yang dikandung dan 
ditunjukkan doktrin ini, serta dibentuk dari gagasan-gagasan moral 
Islam dan gagasan-gagasan ilmiah, ekonomi, sejarah, yang 
                                                            
7 Ibid., hal. 26 
8 Muhammad Baqir ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishoduna, 
(Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), hal. 61 
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dihubungkan dengan problem-problem ekonomi atau analisis 
sejarah masyarakat manusia.”9 
 Jika sebuah sistem (nidzom) atau doktrin ekonomi sangat 
dipengaruhi oleh pemikiran atau ideologi tertentu, baik itu 
kapitalisme, sosialisme atau Islam, sedangkan ilmu ekonomi bersifat 
universal. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh Hafidz Abdurrahman, 
bahwa:  “Jika ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terikat dengan 
pandangan hidup ideologi tertentu, maka sebaliknya dengan sistem 
ekonomi. Sebab, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan 
produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan 
sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Sedangkan sistem 
ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas distribusi 
kekayaan, pemilikan serta bagaimana mengelolanya.”10  
Maka dari itu, ushul fiqih diaplikasikan bukan pada ilmu 
ekonomi melainkan pada sistem ekonomi. Karena sistem (peraturan) 
membutuhkan perangkat dasar pijakan yang qath’I berdasarkan 
wahyu. Disinilah peran Ushul Fiqih, sebagai metodologi untuk 
mengembangkan sistem ekonomi dalam rangka menjawab seluruh 
problematika ekonomi kontemporer.  
 
Dalil-dalil Syara’ yang dapat dijadikan Hujjah  
Ketika seorang muslim menghadapi suatu perkara dalam 
kehidupan khususnya masalah ekonomi yang belum diketahui status 
hukumnya, mereka wajib menggali hukum tersebut dari Kitabullah 
dan Sunnah Rasulullah. Jika dari keduanya tidak juga ditemukan, 
maka mereka wajib mencari dari Ijma dan Qiyas, tentu dengan 
metode istinbath yang benar, inilah yang disebut dengan aktivitas 
Ijtihad.11 Aktivitas ini terus berlangsung dari generasi awal yakni 
                                                            
9 Ibid., hal. 64 
10 Hafidz Abdurrahman, Islam, Politik dan Spiritual, (Bogor: Al-Azhar 
Press, 2007), cet. Ke-2, hal. 200 
11 Menurut ‘Atho Bin Khalil Ijtihad menurut istilah ahli ushul fiqih 
diperuntukkan pada upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka 
mencari hukum syara’, sampai dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih 
dari yang telah diusahakannya. Lihat juga dalam Kitab al-Ushul min ‘ilmi al-
Ushul, karya Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin, hal. 128, bandingkan 
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para shahabat sampai generasi berikutnya hingga kemudian 
dituangkan dalam banyak kitab ushul fiqih. Asy-Syafi’I (w.204 H) 
bisa dianggap sebagai orang yang menggariskan dasar-dasar 
istinbath dan mensistematikakanya dengan kaidah-kaidah umum 
secara menyeluruh, dengan begitu, beliau merupakan peletak dasar 
ilmu Ushul Fiqih.12 Adapun tujuan dari pembahasan ushul fiqih, 
Menurut Imam Al-Amidi (1402H):  
ﺎﻣﺃﻭ ﺔﻳﺎﻏ ﻢﻠﻋ ﺍﻝﻮﺻﻻ :ﻝﻮﺻﻮﻟﺎﻓ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻡﺎﻜﺣﻻﺍ ،ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﻲﻫ 
ﻁﺎﻨﻣ ﺓﺩﺎﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﻮﻴﻧﺪﻟﺍ   ﺔﻳﻭﺮﺧﻻﺍﻭ .  
Tujuan ilmu ushul adalah untuk menghasilkan pengetahuan 
mengenai hukum syara’. Hal ini diperinci oleh Hafidz 
Abdurrahman (2003), bahwa tujuan pembahasan ushul fiqih 
sebagai berikut:13  
- Pembuktian terhadap dalil-dalil global. Pembuktian ini 
dilakukan untuk memastikan bahwa dalil yang digunakan untuk 
menghasilkan hukum syara’ adalah syar’I, dalam artian 
bersumber dari wahyu. Sebab, dasar yang menjadi pondasi itu 
harus pasti, bahwa ia bersumber dari dari wahyu. Karena jika 
tidak pasti, tentu akan memungkinkan terjadinya perbedaan, 
apakah dari Allah atau tidak? Agar sumber itu disebut hujjah, ia 
harus dibangun berdasarkan dalil qath’I bahwa ia hujjah, 
sehingga seorang muslim menjadi yakin bahwa apa yang 
dilakukannya memang sesuai dengan perintah dan larangan 
Allah subhanahu wa ta’ala.  
- Pengaplikasian kaidah ushul fiqih terhadap dalil-dalil kasus per 
kasus. Pengaplikasian tersebut bertujuan untuk menghasilkan 
hukum syara’ dari dalil-dalil kasus per kasus.  
Dari paparan diatas sangat jelas, bahwa tujuan mulia ushul 
fiqih adalah dalam rangka menghasilkan hukum syara’. Karena 
                                                                                                                                        
dengan Buku Syamsuddin & M. Haris, Kaidah-kaidah Taqlid; Tuntunan Islam 
dalam memilih dan mengikuti Pendapat, (Jogjakarta: Raudhoh Pustaka, 2007), 
hal. 99 
12 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berfikir 
Tasyi’i, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), Hal. 17 
13 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., Hal. 14 
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setiap perbuatan seorang muslim harus terikat dengan hukum-
hukum Allah. Menurut ‘Atho bin Khalil (2000): 
“Perbuatan manusia harus diketahui hukum syara’nya, 
karena tolok ukur perbuatan menurut seorang muslim adalah 
perintah dan larangan Allah. Allah subhanahu wa ta’ala 
mewajibkan setiap muslim agar memperhatikan setiap perbuatan 
yang akan dikerjakannya, dan mengetahui hukum syara’ atas 
perbuatan tersebut sebelum dikerjakan, karena Allah akan meminta 
pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak.”14  
Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan dalil? Dan 
apa saja yang layak dijadikan dalil dalam berhujjah? Berikut 
beberapa definisi mengenai apa itu dalil dan apa saja yang termasuk 
dalil-dail syara’. Taqiyuddin an-Nabhani mengutarakan:  
ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﺔﻐﻟ ﻤﺑﻰﻨﻌ ،ﻝﺍﺪﻟﺍ ﺪﻗﻭ َﻖﻠُﻄﻳ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﻪﻴﻓ ﺔﻟﻻﺩ ،ﺩﺎﺷﺭﺇﻭ ﺍﺬﻫﻭ ﻮﻫ 
ﻰﻤﺴﻤﻟﺍ  ًﻼﻴﻟﺩ ﻲﻓ ﻒﻳﺮﻌﺗ ءﺎﻬﻘﻔﻟﺍ .ﺪﻗﻭ ﻪﻓّﺮﻋ ءﺎﻤﻠﻋ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻪﻧﺄﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻜﻤﻳ 
ﻥﺃ ﻞﺻﻮُﺘﻳ ﺢﻴﺤﺼﺑ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻰﻟﺇ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺏﻮﻠﻄﻤﺑ ﻱﺮﺒﺧ .ﺓﺭﺎﺒﻌﺑﻭ ﻯﺮﺧﺃ ﻮﻫ 
ﻱﺬﻟﺍ ﺬﺨُﺘﻳ ﺔﺠُﺣ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ ﺙﻮﺤﺒﻤﻟﺍ ﻪﻨﻋ ﻢﻜﺣ ﻲﻋﺮﺷ.15  
Senada dengan Qadliy an-Nabhani, ‘Atho bin Khalil 
menyatakan menurut ulama ushul dalil adalah:  ﻞﺻ ﻮﺘﻳ ﻥﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﻱﺬﻟﺍ
ﻱﺮﺒﺧ ﺏﻮﻠﻄﻤﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺼﺑ Artinya: Perkara yang dengan 
penelaahan yang shahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan 
terhadap mathlub khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari 
status hukumnya).16 Hafidz Abdurrahman (2003), memberikan 
penjelasan yang senada, bahwa dalil menurut istilah fuqaha, adalah 
sesuatu yang dengan mengetahuinya memastikan adanya 
pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang lain.17  
Dengan demikian, bahwa dalil adalah sesuatu petunjuk yang 
dijadikan dasar atau pijakan dalam membahas atau menelaah suatu 
fakta dalam rangka mengetahui status hukum fakta tersebut, baik itu 
                                                            
14 ‘Atho bin Khalil, Taisir al-Ushul ila al-Wushul., Beirut: Dar al-
Ummah, 2000, cet. Ke-2, hal. 14. 
15 Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, (A-Quds: 
1373), jilid III, hal. 58 
16 Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 55 
17 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., hal. 65 
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berupa perbuatan manusia ataupun benda. Karena perbuatan dan 
benda-lah yang menjadi fakta dalam kehidupan manusia yang perlu 
diketahui status hukumnya. Dan keduanya terdapat kaidah ushul 
yang berbeda dalam aplikasinya. ‘Atho bin Khalil mengatakan 
bahwa terkait dengan kaidah hukum asal perbuatan pada dasarnya 
terikat dengan hukum syara’,18 sedangkan pada benda, hukum 
asalnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan.19 
Pertanyaan berikutnya, apa saja yang bisa dijadikan dalil? Sebagai 
jawabannya adalah apa yang dijelaskan ‘Atho bin Khalil, bahwa:  
“Sesuatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau 
hujjah harus memiliki dalil qath’I atas kehujjahannya. Ini berarti 
suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan 
bahwa asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta’ala, yaitu dibawa 
(dijelaskan) oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi kriteria 
tersebut hanya ada empat macam yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ 
Shahabat dan Qiyas Syar’i.”20  
Muhammad Husain Abdullah (2002), memaparkan:  
“Kaum muslimin telah meyakini dengan bukti-bukti yang 
jelas lagi shahih dan qath’I bahwa Al-Qur’an dan As-Sunnah 
merupakan sumber syari’at Islam. Akan tetapi, mereka masih 
berbeda dalam pendapat mengenai kehujjahan sumber hukum yang 
lain, yaitu: ijma’ shahabat, qiyas, istihsan, mashalih al-mursalah, 
syari’at sebelum kita adalah syari’at bagi kita (syar’un man qablana 
syar’un lana), madzhab shahabat, dan sebagainya.”21  
Jadi, dalil-dalil syara’ yang layak dijadikan hujjah ada empat, 
yakni: al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ shahabat dan qiyas syar’i. 
Karena selain itu, seperti mashalih al-mursalah, madzhab shahabat, 
dll. bukan dalil, melainkan sesuatu yang diasumsikan dalil, namun 
sejatinya bukanlah dalil.22 Kenapa harus Ijma’ shahabat? Menurut 
                                                            
18 ‘Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 15 
19 Ibid, hal. 16 
20 Ibid, hal. 55 
21 Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam, 
(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), Hal. 26 
22 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., hal. 107 
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 halada lilad iagabes gnadnapid gnay ’amji awhab ,lilahK nib ohtA‘
 ’amjI inahbaN ihdaQ turuneM 32.lilad nagned naksalejid gnay ’amji
  :halada
 ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ 
 ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺬﺍ، ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﺃﺟﻤﻊ: ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ،
 ﺻﻴﺎﻡ ﻻ: )ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰﻣﻮﺍ،ﺍ ﺃﻱ( ﺃﻣﺮﻛﻢ ﻓﺄﺟِﻤﻌﻮﺍ: ) ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺃﺟﻤﻊ: ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ﻳﻌﺰﻡ ﺃﻱ( ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻳُﺠِﻤﻊ ﻟﻤﻦ
 ﺃﻳﺎ ً  ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻛﻞ ﻓﺎﺗﻔﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﻠﻰ. ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺬﺍ، ﻋﻠﻰ
  42.ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ً  ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ
 aisunam kopmolek :awhab ,nakataynem lilahK nib ohtA‘ 
 nakpakgnuret akerem natakapesek awhab nakataynid asib gnay
 iatreynem asaitnanes gnay gnaro-gnaro halada ,lilad nakrasadreb
 ’amjI 52.tabahahs arap utiay uaileb tahilem nad hallulusaR
 62.lilad aynada nakataynem asib gnay aynutas-utas haltabahahs
 I’htaq lilad iagabes tabahahs ’amji awhab fitamron nasadnal awhaB
 nimajnem gnay stidaH nad na’ruQ taya tapadret halada
 nakrabajnem ohtA .udividni nakub tabahahs ’amji namuhs’amek
 :tukireb iagabes
: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﻗﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃّﻣﺎ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎء ﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ
: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﺎﻝ ،(ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺣﻤﺎء ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺪﺍء ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ)
 ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻮﻫﻢﺍﺗﺒﻌ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ)
 ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﺟﻨﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﻭﺃﻋﺪ ﻋﻨﻪ ﻭﺭﺿﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﷲ ﺭﺿﻲ
 ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء: ) ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﺎﻝ. 72(001: ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮﺭﺓ) ،(ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﺪﺍً  ﻓﻴﻬﺎ
 ﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻼً  ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺃُﺧِﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺗﺒﻮﺅﻭﺍ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻮﻥ، ﻫﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺭﺳﻮﻟﻪﻭ ﷲ ﻭﻳﻨﺼﺮﻭﻥ ﻭﺭﺿﻮﺍﻧﺎ ً 
 ﺣﺎﺟﺔ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻭﻻ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
 ﺷﺢ ﻳﻮﻕ َ ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﻣﻤﺎ
 ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﺑﻲ ﻓﻌﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺃّﻣﺎ ،(ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻮﻥ ﻫﻢ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻣﻦ ﻓﺌﺎﻡ ﻓﻴﻐﺰﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﺄﺗﻲ: )ﻭﺳﻠﻢ ﻴﻪﻋﻠ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺭﺳﻮﻝ
: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﺳﻠﻢ؟ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﺎَﺣﺐ َﻣﻦ ﻓﻴﻜﻢ: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
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،ﻢﻌﻧ ﺢﺘُﻔﻴﻓ ،ﻢﻬﻟ ﻢﺛ ﻲﺗﺄﻳ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﺎﻣﺯ ﻭﺰﻐﻴﻓ ﻡﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻝﺎﻘﻴﻓ :ﻞﻫ 
ﻢﻜﻴﻓ ﻦَﻣ  َﺐﺣﺎﺻ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻝﻮﺳﺭ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ؟ﻢﻠﺳﻭ ﻥﻮﻟﻮﻘﻴﻓ :،ﻢﻌﻧ 
ﺢﺘُﻔﻴﻓ ﻟ،ﻢﻬ ﻢﺛ ﻲﺗﺄﻳ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﺎﻣﺯ ﻭﺰﻐﻴﻓ ﻡﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻝﺎﻘﻴﻓ :ﻞﻫ ﻢﻜﻴﻓ 
ﻦَﻣ ﺐَﺣﺎﺻ ﻦَﻣ ﺐَﺣﺎﺻ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻝﻮﺳﺭ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ؟ﻢﻠﺳﻭ ﻥﻮﻟﻮﻘﻴﻓ :
،ﻢﻌﻧ ﺢﺘُﻔﻴﻓ ﻢﻬﻟ(، ﻲﻔﻓ ﺍﺬﻫ ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ ﺮﻫﺎﻅ ءﺎﻨﺜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻝﻮﺳﺭ ،ﷲ ﺪﻘﻓ 
ﻞﻌُﺟ ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻢﻬﻟ ﻦﻤﻟﻭ ﻢﻬﺒَﺣﺎﺻ ﻦﻤﻟﻭ ﺐَﺣﺎﺻ ﻦﻣ ﻢﻬﺒَﺣﺎﺻ  ً ﺎﻣﺍﺮﻛﺇ ﻟﻝﻮﻘﻳﻭ،ﻢﻬ 
ﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ) :ﻥﺇ ﷲ ﺭﺎﺘﺧﺍ ﻲﺑﺎﺤﺻﺃ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺳ 
ﻦﻴﻴﺒﻨﻟﺍ(، ﻝﻮﻘﻳﻭ) :ﷲ ﷲ ﻲﻓ ﻲﺑﺎﺤﺻﺃ(، ﻝﺎﻗﻭ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ :
)ﻲﺑﺎﺤﺻﺃ ﻡﻮﺠﻨﻟﺎﻛ ﻢﻬﻳﺄﺑ ﻢﺘﻳﺪﺘﻗﺍ ﻢﺘﻳﺪﺘﻫﺍ..(28 
Selain argumentasi normatif diatas, secara argumentasi 
rasional, bahwa para shahabat tidak mungkin bersepakat dalam 
suatu hukum syara’ untuk berbohong. Walhasil ijma’ yang layak 
dijadikan dalil adalah ijma’ shahabat sebagaimana argumentasi 
normatif dan rasional diatas, dengan demikian ijma’selainnya tidak 
bisa dijadikan dalil. Contoh ijma’ shabahat dalam masalah waris 
adalah kakek berhak menerima waris 1/6 ketika bersama-sama 
dengan anak laki-laki. Karena ketika tidak ada Bapak, kakek bisa 
menggantikan posisinya dalam penerimaan warisan.29 Pendapat ini 
dikuatkan oleh Fathi Muhammad Salim dalam Kitab Istidlal bi adz-
Dzanniy fi –al-Aqidah bahwa hanya Ijma’ shahabatlah yang layak 
dijadikan dalil syara’.30  
Jika di dalam al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ shahabat tidak 
ditemukan status hukum suatu perkara, maka selanjutnya digali dari 
qiyas. Disinilah urgensi qiyas, sama halnya dengan ijma’ sahabat 
bahwa kaum muslimin sepakat bahwa qiyas sebagai dalil dalam 
hukum Islam. Namun pertanyaannya qiyas seperti apa yang layak 
dijadikan dalil? Apakah qiyas aqli (hanya sebatas analogi)? Atau 
Qiyas syar’I (analogi yang didasarkan pada dalil sebelumnya – 
Qur’an, Sunnah dan Ijma’ Shahabat-)? An-Nabhani mendefinisikan 
qiyas sebagai berikut: 
                                                            
28 Ibid, hal, 
29 ‘Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 84 
30 Fathi Muhammad Salim, Istidlal bi adz-Dzanniy fi –al-Aqidah, 1981, 
cet. I, hal. 142 
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ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻐﻠﻟﺍ ،ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺎّﻣﺃﻭ ﻲﻓ ﺡﻼﻄﺻﺍ ﻦﻴﻴﻟﻮﺻﻷﺍ ﺪﻘﻓ ﻑّﺮُﻋ ﺓﺪﻋ 
،ﻒﻳﺭﺎﻌﺗ ﺪﻘﻓ ﻑّﺮُﻋ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻪﻧﺄﺑ ﺕﺎﺒﺛﺇ ﻞﺜﻣ ﻢﻜﺣ ﻡﻮﻠﻌﻣ ﻲﻓ ﻡﻮﻠﻌﻣ ﺮﺧﺁ 
ﺎﻤﻬﻛﺍﺮﺘﺷﻻ ﻲﻓ ّﺔﻠﻋ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﻋﺪﻨ ،ِﺖﺒﺜﻤﻟﺍ ﻑّﺮُﻋﻭ ﻪﻧﺄﺑ ﻞْﻤﺣ ﻡﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻡﻮﻠﻌﻣ 
ﻲﻓ ﺕﺎﺒﺛﺇ ﻢﻜﺣ ﺎﻤﻬﻟ ﻪﻴﻔﻧﻭ ،ﺎﻤﻬﻨﻋ ﻑّﺮُﻋﻭ ﻪﻧﺄﺑ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﻞﺜﻣ ﻢﻜﺣ ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺎﻤﻟ 
ﻢﻟ ﺮﻛُﺬﻳ ﻊﻣﺎﺠﺑ ،ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻑّﺮُﻋﻭ ﻪﻧﺄﺑ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻦﻋ ءﺍﻮﺘﺳﻻﺍ ﻦﻴﺑ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻞﺻﻷﺍﻭ 
ﻲﻓ ّﺔﻠﻌﻟﺍ ﺔَﻄﺒﻨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻜﺣ ،ﻞﺻﻷﺍ ﻮﻬﻓ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻩﺬﺧﺃ ﻞﺻﻷﺍ 
ﺛﻹﺕﺎﺒ ﻪﻠﺜﻣ ﻲﻓ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﺎﻤﻬﻬﺑﺎﺸﺘﻟ ﻲﻓ ّﺔﻠﻋ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺪﻬﺘﺠﻤﻟﺍ.31  
Mengacu pada definisi diatas, maka yang dimaksud dengan 
qiyas disini adalah qiyas syar’I bukan qiyas ‘aqli.32 Qiyas yang 
didalamnya terdapat indikator (‘amaroh) dari syara’ yang 
menunjukkan legalitasnya sebagai Qiyas. Dengan kata lain terdapat 
‘illat syar’I yang dijelaskan dengan nash.33 Dengan demikian, 
bahwa dalil-dalil syara’ yang layak dijadikan hujjah adalah al-
Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ Shahabat dan Qiyas Syar’i.  
Ushul Fiqih sebagai metodologi dalam mengembangkan 
Sistem Ekonomi Islam. Menurut Prof. Dr. Muhammad Tahir 
Mansoori: “bahwa Ushul Fiqih menaruh perhatian utama pada 
aturan-aturan menterjemahkan teks hukum dan metodologi yang 
diikuti untuk menurunkan suatu aturan dari teks hukum.”34 Maka 
dari itu, untuk menelusuri bagaimana cakupan sistem ekonomi 
Islam, dapat ditelusuri melalui metodologi ushul fiqih. Dalam 
konteks inilah an-Nabhani menyatakan bahwa:  
ﻥﺃ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺎّﻤﻧﺇ ﺞﻟﺎﻌﻳ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦﻴﻜﻤﺗ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﺎﻔﺘﻧﻻﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺎﺑ ﻥﺃ ﻡﻼﺳﻹﺍ 
ﺎّﻤﻧﺇ ﺞﻟﺎﻌﻳ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦﻴﻜﻤﺗ .ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﺎﻔﺘﻧﻻﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺎﺑ 
 “Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia 
bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Inilah sesungguhnya, 
menurut pandangan Islam, yang dianggap sebagai masalah ekonomi 
bagi suatu masyarakat.”35 Dari pernyataan tersebut, dapat 
                                                            
31 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 325 
32 Hafidz Abdurrahman, Op.Cit., hal. 96 
33 ‘Atho bin Khalil, Op.Cit., hal. 85 
34 Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan 
dan Transaksi Bisnis, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), hal. 9 
35 Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami, Op.Cit., 
hal. 60. 
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diderivasikan menjadi tiga pembahasan. Pertanyaan pertama; 
bagaimana cara memperoleh kekayaan, hal ini mencakup 
pembahasan harta atau kepemilikan (al-milkiyyah), baik 
kepemilikan individu, umum dan Negara. Kedua: bagaimana 
mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, point kedua ini, 
mencakup pembahasan pengelolaan kepemilikan (tasharruf al-
milkiyyah) atau dalam ruang lingkup muamalah; ketiga: bagaimana 
cara mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah mereka, 
point ketiga ini, mencakup pembahasan distribusi kekayaan 
ditengah-tengah manusia (tauziy al-Amwal baina an-nas). Ketiga 
pertanyaan tersebut menjadi pembahasan penting dalam sistem 
ekonomi Islam, berikut penulis jabarkan secara global.  
 
1. Kepemilikan (Al-Milkiyyah)    
Salah satu pilar kebebasan dalam sistem kapitalisme adalah 
tentang kebebasan dalam hal kepemilikan. Artinya individu boleh 
sebebas-bebasnya memiliki kekayaan milik publik bahkan milik 
Negara. Fenomena inilah yang kita saksikan di Indonesia 
khususnya. Seperti fakta tambang emas di Papua oleh PT. Freeport 
AS, Newmont dikuasai Inggris dan masih banyak kasus serupa. 
Berbeda dengan sistem kapitalis, ideologi sosialis justru tidak 
mengakui adanya kepemilikan individu, semua jenis kepemilikan 
berpusat pada negara. Kedua ideologi tersebut jelas bertentangan 
dengan Islam. Alasan kenapa kedua paham tersebut dalam konteks 
kepemilikan bertentangan dengan konsep Kepemilikan dalam 
Islam? Karena banyak ayat dalam al-Qur’an, hadits dan ijma’ 
shahabat yang menjelaskan tentang kepemilikan. Muhammad Baqir 
ash-shadr mengatakan bahwa semua properti adalah properti Allah. 
Dialah pemilik sebenarnya.36 Begitu juga Dr. Muhammad Baltaji 
(2007): menjelaskan bahwasanya pemilik hakiki (Al-Maalik al-
Haqiqi) atas sesuatu (kekayaan alam/ harta) adalah milik Allah 
ta’ala saja, dengan dalil bahwa didalam surat al-Baqarah ayat 107, 
                                                            
36 Muhammad Baqir ash-shadr, Op.Cit., hal. 295 
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Ali-Imron ayat 26.37 Hal yang sama dijelaskan An-Nabhani dalam 
kitabnya: 
ﺎّﻣﺃ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺚﻴﺣ ﻲﻫ ،ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻲﻬﻓ Ϳ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻚﻟﺎﻣ ﻚﻠﻤﻟﺍ ﻦﻣ ،ﺔﻬﺟ 
ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑﻭ ﺪﻗ ﺺﻧ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ ﻝﺎﻤﻟﺍ ،ﻪﻟ ﻝﺎﻗ ﻰﻟﺎﻌﺗ } :ﻢﻫﻮﺗﺁﻭ ﻦﻣ ﻝﺎﻣ ﷲ ﻱﺬﻟﺍ 
ﻢﻛﺎﺗﺁ  {، ﻝﺎﻤﻟﺎﻓ Ϳ ،ﻩﺪﺣﻭ  ّﻻﺇ ﻥﺃ ﷲ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﻰﻟﺎﻌﺗﻭ ﻒﻠﺨﺘﺳﺍ ﻲﻨﺑ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ 
ﻰﻠﻋ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻢّﻫﺪﻣﺃﻭ ،ﻪﺑ ﻞﻌﺠﻓ ﻢﻬﻟ ﻖﺣ ،ﻪﺘﻴﻜﻠﻣ ﻝﺎﻗ ﻰﻟﺎﻌﺗ } :ﺍﻮﻘﻔﻧﺃﻭ ﺎﻤﻣ ﻢﻜﻠﻌﺟ 
ﻦﻴَﻔﻠﺨﺘﺴﻣ ﻪﻴﻓ  {، ﻝﺎﻗﻭ } :ﻢﻛﺩِﺪُﻤﻳﻭ ﻝﺍﻮﻣﺄﺑ ﻦﻴﻨﺑﻭ {38 
Jadi harta pada hakikatnya milik Allah, kemudian ketika 
Allah menjelaskan perpindahan kepemilikan itu kepada manusia, 
Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada mereka. Sehingga 
Allah menyatakan didalam al-Qur’an surat: (an-Nisa ayat 6, at-
taubah ayat 103, al-baqarah ayat 279, at-taubah ayat 24 dan al-lail 
ayat 11).  
 }ﺍﻮﻌﻓﺩﺎﻓ ﻢﻬﻴﻟﺇ ﻢﻬﻟﺍﻮﻣﺃ  {،  }ﺬﺧ ﻦﻣ ﻢﻬﻟﺍﻮﻣﺃ  {، } ﻢﻜﻠﻓ ﺱﻭﺅﺭ ﻢﻜﻟﺍﻮﻣﺃ  {، 
 } ٌﻝﺍﻮﻣﺃﻭ ﺎﻫﻮُﻤﺘﻓَﺮﺘﻗﺍ  {،  }ﺎﻣﻭ ﻲﻨﻐﻳ ﻪﻨﻋ ﻪﻟﺎﻣ { 
Hanya saja menurut an-Nabhani hak milik yang telah 
diserahkan kepada manusia dengan istikhlaf tersebut masih bersifat 
umum bagi setiap manusia secara keseluruhan.39 Dalam artian 
kepemilikan tersebut bukan bersifat hakiki, sebab, substansinya 
manusia hanya diberi kewenangan untuk menguasai hak milik 
tersebut. Pertanyaanya adalah, kapan kondisi kepemilikan hakiki 
dimiliki seseorang? Jawabannya ketika sudah ada izin dari pembuat 
syari’at (asy-syari’) yakni Allah subhanahu wata’ala, sehingga 
orang tersebut bisa memilikinya. Sebagaimana yang dijelaskan An-
Nabhani bahwa:  
“Wewenang setiap orang untuk menguasai kepemilikan 
tersebut adalah bersifat umum, dimana adanya hak milik serta 
wewenang orang tertentu untuk menguasai kepemilikan yang 
bersifat riil tersebut telah dinyatakan dengan adanya izin khusus, 
                                                            
37 Dr. Muhammad Baltaji, Al-Milkiyyah al-Fardhiyyah; fii an-nidzomi al-
Iqtishodi al-Islami, (Kairo: Darus-salam, 2007), 47 
38 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 67 
39 Ibid., 
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yang berasal dari Allah SWT, sehingga orang tersebut bisa 
memilikinya.”40 
Jika di dalam al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa kekayaan 
itu milik Allah, yang kemudian Allah memberikan wewenang 
kepada manusia, walaupun masih bersifat umum. Maka didalam 
hadits terdapat penjelasan tentang kepemilikan. Karena salah satu 
fungsi hadits adalah dapat mentakhshish al-Qur’an. Maka dari itu, 
Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum 
dan negara. Dalam konteks kepemilikan individu, tiap orang bisa 
memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan 
tertentu. Misalnya sebagaimana yang dikutip oleh an-Nabhani dalam 
Imam Abu Dawud dari Samurah dari Nabi SAW bersabda:  ﻁﺎﺣﺃ ﻦﻣ}
{ﻪﻟ ﻮﻬﻓ ءﻲﺷ ﻰﻠﻋ ًﺎﻄﺋﺎﺣ "Dan siapa saja yang memagari sebidang tanah, 
maka tanah tersebut adalah menjadi haknya."41 Kepemilikan 
individu adalah salah satu hukum syari’ah yang berlaku bagi zat 
ataupun kegunaan.42 Kepemilikan individu ini memastikan adanya 
peluang bagi siapa saja yang memilikinya untuk memanfaatkan apa 
yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi. Yang termasuk 
dalam sebab kepemilikan individu adalah bekerja (menghidupkan 
tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi ataupun di udara, 
berburu, makelar, mudhorobah, musaqat, ijaroh), pewarisan, 
kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta 
Negara untuk rakyat dan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang 
tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga.  
Disamping kepemilikan individu, di dalam hadits terdapat 
kepemilikan umum (al-Milkiyyah al-Ammah) untuk seluruh umat 
(publik). Dimana kepemilikan ini tidak boleh dikuasai individu, 
swasta ataupun asing karena milik umat. Abdul Qadim Zallum 
(1988) mendefinisikan: “harta milik umum adalah harta yang telah 
ditetapkan kepemilikannya oleh asy-Syari’(Allah dan Rasul) bagi 
kaum muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama 
                                                            
40 Ibid., hal. 68 
41 Ibid., 
42 Ibid., hal. 81 
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kaum muslimin.”43 Dr. Jaribah dalam bukunya Fiqih Ekonomi Umar 
bin Khaththab (2003) mengutip sebuah hadits dari Imam Ahmad 
Bin Hanbal, Nabi SAW bersabda: ﻥﻮﻤﻠﺴﻤﻟﺍ}  ﻸﻜﻟﺍﻭ ءﺎﻤﻟﺍ :ﺙﻼﺛ ﻲﻓ ءﺎﻛﺮﺷ
{ﺭﺎﻨﻟﺍﻭ "Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga hal,yaitu: air, 
padang gembalaan dan api."44 Selain hadits diatas, ada hadits 
tentang Abyadh Ibn Hammal yang pernah diberi ladang garam oleh 
Nabi saw., berikut redaksinya:45 
 ْﻦَﻋ  ََﺾﻴَْﺑﺃ  ِﻦْﺑ  ٍﻝﺎ ﱠﻤَﺣ  ُﻪﱠَﻧﺃ  َﺪَﻓَﻭ َﻰِﻟﺇ  ِﻝﻮُﺳَﺭ  ِ ﱠဃ -ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ -  َُﻪﻌَﻄَْﻘﺘْﺳَﺎﻓ 
 َﺢْﻠِﻤْﻟﺍ  َﻊََﻄَﻘﻓ  َُﻪﻟ ﺎ ﱠﻤََﻠﻓ  َْﻥﺃ ﻰﱠﻟَﻭ  َﻝَﺎﻗ  ٌﻞُﺟَﺭ  َﻦِﻣ  ِﺲِﻠْﺠَﻤْﻟﺍ ﻯِﺭَْﺪَﺗﺃ ﺎَﻣ  َﺖْﻌََﻄﻗ  َُﻪﻟ ﺎَﻤﱠﻧِﺇ  َﺖْﻌََﻄﻗ  َُﻪﻟ ﺎَﻤْﻟﺍ َء  ﱠﺪِﻌْﻟﺍ . َﻝَﺎﻗ  ُﻪَﻋََﺰﺘْﻧَﺎﻓ  ُﻪْﻨِﻣ 
Dari Abyad bin Hammal, dia mendatangi Rasulullah saw, 
dan meminta diberikan tambang garam. Rasulullah saw pun 
memberikan tambang garam tersebut. Ketika dia pergi, ada 
seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, “Apakah engkau 
mengetahui apa engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda 
telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-
maa’ al-‘idd)”. dikatkatak, “Lalu Rasulullah saw mencabut kembali 
pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hammal).” [HR. 
Imam Abu Dawud].  
 Dapat dikatakan bahwa kepemilikan umum adalah ketika 
setiap barang yang depositnya tak terhingga seperti dalam hadits 
diatas digunakan majaz air mengalir (al-maa’ al-‘idd). Seperti di 
Freeport, tambang yang ada dalam perut bumi merupakan barang 
yang depositnya tidak terbatas, dari sejak kontrak karya pertama 
zaman Suharto sampai detik ini Freeport masih beroperasi 
mengeksploitasi tambang emas di Papua.  
Selain kepemilikan individu dan umum, juga terdapat 
kepemilikan negara (al-milkiyyah ad-daulah). An-Nabhani 
menjelaskan bahwa Milik negera adalah harta yang merupakan hak 
seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi 
                                                            
43 Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Bogor: 
Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal.68 
44 Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar bin Al-
Khathab, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal. 228 
45 Abdul Qadim Zallum, Op.Cit., hal. 75 - 76 
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wewenang Khalifah.46 Menurut Ibnu Taimiyah: “negara 
membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber-
sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan 
kewajibannya”.47 Asy-Syari’ telah menjadikan harta-harta tertentu 
sebagai milik Negara; Khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai 
dengan pandangan ijtihadnya semisal harta fa’I, kharaj, jizyah, dan 
sebagainya. Rasulullah saw., dan para Khalifah setelah beliau 
mengelola harta milik Negara dan mengaturnya dalam rangka 
meraih kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin.48  
 
2. Pengelolaan Harta (tasharruf al-milkiyyah) 
Kepemilikan adalah hukum syari’ah yang berlaku bagi benda 
atau kegunaan tertentu. Dengan kata lain, kepemilikan itu 
merupakan izin as-Syari’ (pembuat syari’at).49 Dengan demikian, 
pengelolaan harta sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum 
syari’ah, yakni konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik 
untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi 
karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, pengelolaan kepemilikan 
tersebut sebenarnya terikat dengan izin as-Syari’ atas suatu 
pemanfaatan, sementara pengelolaan adalah pemanfaatan itu sendiri. 
Menurut An-Nabhani, asy-Syari' telah melarang negara untuk 
mengelola atau memanage kepemilikan umum (colective propherty) 
tersebut dengan cara barter (mubadalah) atau dikapling untuk orang 
tertentu.50 Sementara pengelolaan dengan selain kedua cara tersebut, 
asal tetap berpijak kepada hukum-hukum, yang telah dijelaskan oleh 
syara' adalah tetap diperbolehkan. Adapun pengelolaan kepemilikan 
yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state propherty) dan 
kepemilikan individu (private propherty) nampak jelas dalam 
hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum mu'amalah, seperti 
                                                            
46 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 223 
47Dr. Euis Amalia, M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa 
Klasik hingga Kontemporer, Op.Cit.,hal. 219 
48 Abdul Qadim Zallum, Op.Cit., hal. 96 
49 Taqiyuddin an-Nabhani, Op.Cit., hal. 125 
50 Ibid., hal. 126 
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jual-beli, penggadaian dan sebagainya. As-Syari' juga telah 
memperbolehkan negara dan individu untuk pengelolaan masing-
masing kepemilikannya, dengan cara barter (mubadalah) atau 
dikapling untuk orang tertentu (sallah) ataupun dengan cara lain, 
asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh 
syara'. Dari aspek inilah, ekonomi Islam memiliki focus pada sector 
ril, bukan sector non-ril. Menghalalkan jual-beli, sewa-menyewa, 
syirkah dengan berbagai jenisnya, namun pada saat yang bersamaan 
Islam mengharamkan transaksi yang mengandung unsur maisir, 
gharar dan riba.  
 
3. Distribusi Harta (tauziy al-Amwal baina an-nas) 
Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada 
semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi 
kekayaan hanya pada segelintir orang.51 Hal ini didasarkan firman 
Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat al-Hasyr ayat 7: 
52 ْﻢُﻜْﻨِﻣ  ِءَﺎﻴِﻨَْﻏْﻷﺍ  َﻦَْﻴﺑ  ًَﺔﻟﻭُﺩ  َﻥﻮُﻜَﻳ  َﻻ  ْﻲَﻛ 
 ‘Atho bin Khalil mengatakan bahwa, pada ayat diatas 
terdapat ‘illat, yang otomatis bisa diambil Qiyas syari’yyah. Maksud 
ayat tersebut, adalah supaya tidak beredar dikalangan orang-orang 
kaya saja, melainkan menyebar kepada masyarakat yang lainnya. 
‘Illat tersebut telah menunjukkan suatu hukum dan termasuk 
pembangkit disyari’atkannya hukum tadi.53 Dalam ayat tersebut 
terdapat ‘illat shurahatan (‘illat secara jelas dalam nash) dengan 
menggunakan salah satu dari huruf-huruf ta’lil yakni kaiy (ﻲﻛ). 
Maka, sekalipun ayat tersebut khusus tentang harta fa’I, karena ada 
‘illat dapat dipahami berdasarkan mafhum-nya. Islam sangat 
memperhatikan masalah distribusi, maka dari itu Islam menetapkan 
hukum-hukum yang berkaitan dengan segala pintu yang membuat 
harta tidak berputar di masyarakat, seperti larangan menimbun emas 
(kanzu al-mal) dan menimbun barang komoditi (ihtikar). Karena 
                                                            
51 Ibid., hal. 248 
52 Al-Qur’an Al-Karim 
53 ‘Atho bin Khalil, Op.Cit.,hal. 91 
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setiap perkara yang menyebabkan harta tidak terdistribusi kepada 
masyarakat atau dengan kata lain, bahwa harta kekayaan hanya 
berputar pada kalangan pengusaha dan orang kaya saja, maka 
perkara tersebut menjadi terlarang, sebagaimana larangan menimbun 
barang komoditi seperti, kelangkaan barang tertentu yang 
diakibatkan penimbunan untuk mengambil keuntungan dikondisi 
tertentu. Maka dari itu, Islam menegaskan agar sebuah negera 
mendistribusikan harta kepada seluruh rakyatnya. Hal ini sejalan 
dengan penjelasan Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya as-
Siyasah al-iqtishodiyah al-Mutsla bahwa:  
ﺔﺳﺎﻴﺳﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻲﻓ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﻲﻫ ﻥﺎﻤﺿ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻉﺎﺒﺷﻹﺍ ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺕﺎﺟﺎﺤﻟﺍ 
ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﻜﻟ ﺩﺮﻓ  ً ﺎﻋﺎﺒﺷﺇ ،ًﺎﻴﻠﻛ ﻪﻨﻴﻜﻤﺗﻭ ﻦﻣ ﻉﺎﺒﺷﺇ ﺕﺎﺟﺎﺤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻜﻟﺍ ﺭﺪﻘﺑ ﺎﻣ 
ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺶﻴﻌﻳ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻦﻴﻌﻣ ﻪﻟ ﺯﺍﺮﻁ ﺹﺎﺧ ﻦﻣ ﺶﻴﻌﻟﺍ.54 
Artinya: Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin 
pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap individu 
maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar 
kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu 
masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan kata lain, bahwa 
distribusi menjadi standar perekonomian (tumbuh atau tidak) dalam 
Islam bukan produksi sebagaimana kapitalisme. Distribusi juga-lah 
yang menjadi pilar dalam sistem ekonomi Islam.  
 
C. Aplikasi Ushul Fiqih dalam Muamalah Kontemporer  
Bersamaan adanya perkembangan ekonomi syari’ah di 
berbagai Negara, bersamaan itu pula tantangan masalah-masalah 
baru (muamalah-red) membutuhkan jawaban dari perspektif 
ekonomi Islam. Secara umum semua jenis transaksi yang hadir 
ditengah-tengah kaum muslimin saat ini, baik jenis muamalah yang 
dilakukan oleh individu seperti, jual beli kendaran melalui leasing, 
KPR, asuransi, pegadaian dll, atau yang dilakukan oleh kolektif, 
seperti: akad perseroan, koperasi, ataupun dilakukan oleh Negara 
seperti: perdagangan internasional melalui AFTA, CAFTA, 
                                                            
54 Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar 
Press, 2009), hal. 43 
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Masyarakat Ekonomi Asean, dll, ada kasus-kasus yang sudah 
disinggung dalam 3 (tiga) dalil syariah, dan ada masalah yang belum 
ada pembahasan sebelumnya dan dalam 3 (tiga) dalil syariah al-
Quran, Sunnah dan Ijma’ Sahabat.  
Terhadap masalah pertama, yakni masalah baru namun 
sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, hanya terdapat 
perbedaan model atau bentuk transaksinya, namun substansi Akad 
transaksinya sama. Penulis deskripsikan dua contoh, contoh kasus 
sewa-menyewa yang didasarkan pada al-Quran surat ath-thalaq ayat 
6: ُﻮﺗَﺂﻓ ْﻢَُﻜﻟ َﻦْﻌَﺿَْﺭﺃ ْﻥَِﺈﻓ ﱠﻦُﻫَﺭﻮُُﺟﺃ ﱠﻦُﻫ  artinya: Apabila mereka (wanita-
wanita) menyusui anak kalian maka berilah mereka upah yang 
menjadi haknbahwa wanita yang ditalak berhak mendapatkan upah 
menyusukan anaknya. Dapat pula diambil hokum syara’ bahwa 
seorang pekerja apapun bentuknya, berhak menerima upah apabila 
melakukan pekerjaannya, baik ia sebagai pekerja umum (public 
worker) maupun pekerja khusus (private worker).55 Yang 
terkategori pekerja umum adalah pengrajin lemari, tukang jahit dan 
sejensinya, sedangkan yang terkategori pekerja khusus seperi 
karyawan pabrik, PNS dan sejenisnya.  
Dalam kasus lain seperti jual-beli adalah, jual beli dua akad 
dalam satu transaksi. Ahmad, an-Nasa’I dan at-Tirmidzi dari Abu 
Hurayrah ra yang menyatakan:  َﻌَْﻴﺑ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠဃ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠဃ ُﻝﻮُﺳَﺭ ﻰََﻬﻧ ِﻦَْﻴﺘ
 ٍﺔَﻌَْﻴﺑ ِﻲﻓ artinya: “Nabi saw telah melarang dua pembelian dalam satu 
pembelian”. Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi 
jual-beli. Jika kasus pada masa para ‘ulama klasik jual-beli seperti 
ini tidak beragam seperti saat ini, hal ini sesuai apa yang 
dideskripsikan oleh Imam asy-Syafi’I ketika beliau menjelaskan 
hadits tersebut: jika seseorang mengatakan: Saya jual budak ini 
kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual 
rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya jika anda 
menetapkan milik anda menjadi milik saya, saya pun akan 
                                                            
55 Taqiyudin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, (Bogor: HTI Press, 
2008), hal. 68 
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menetapkan milik saya menjadi milik anda”.56 Walhasil, setiap 
kasus yang melibatkan dua akad dalam satu transaksi, walaupun 
berbeda bentuk transaksinya maka hal itu mencakup larangan hadits 
diatas. 
Sedangkan masalah yang tergolong kedua, adalah kasus 
yang sama sekali pada masa Rasulullah saw, sahabat Nabi dan 
generasi setelahnya tidak pernah terjadi sama sekali, kecuali jenis 
akad dan transaksinya hanya terjadi masa sekarang, maka hal ini 
membutuhkan kesungguhan untuk melakukan penggalian hukum 
agar Islam mampu memberikan solusi atas semua permasalahan 
kontemporer. Tentu dilakukan oleh seorang yang layak melakukan 
ijtihad yang benar dengan landasan yang benar dan tidak mudah 
memberikan kesimpulan hokum yang serba membolehkan 
(permisivisme), atau dengan kata lain, memberikan kesimpulan 
hukum hanya semata-mata memandang adanya kemaslahatan 
semata. Kasus seperti ini bisa terkait transaksi individu, kolektif 
maupun Negara.  
Setiap permasalahan baru terkait muamalah bukan berarti 
hukumnya mubah, karena semata-mata bentuk transaksi tidak ada 
dimasa dahulu, namun fakta tersebut harus terlebih dahulu dikaji 
secara mendalam dan kemudian dicari dalil untuk menghukumi 
fakta tersebut, jika dalam nash al-Quran tidak ditemukan, landasan 
akan beralih pada Sunnah, jika hal itu juga tidak ditemukan dalam 
Sunnah Nabi, maka dicari dalam Ijma’ para sahabat, sekiranya 
sudah dilakukan kajian ternyata dalam ijma’ sahabat tidak 
ditemukan barulah seorang mujtahid akan melakukan Qiyas atas 
perkara tersebut. Dengan menjadikan empat landasan dalil tersebut 
ekonomi Islam akan selalu dinamis.  
Eksistensi ekonomi kapitalisme saat ini, menyebabkan 
negeri-negeri Islam berkiblat pada ekonomi neo-liberalisme, 
khususnya dalam skala makro ekonomi, baik aspek moneter maupun 
fiscal. Seperti konsep kepemilikan harta, APBN sebuah Negara yang 
                                                            
56 Asy-Syaukani, Nayl al-Awthar, Juz V, hal. 249, 
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sesuai tauladan Nabi, peran Negara terhadap kebutuhan dasar setiap 
individu rakyat, mengkaji ulang kebijakan aktivitas hutang Negara 
kepada lembaga moneter internasional. Hal ini perlu menjadi 
perhatian intelektual muslim khususnya para ekonom muslim, untuk 
mengawal setiap kebijakan di negeri ini berdasarkan dalil-dalil 
syariah, agar kemaslahatan bisa terwujud sehingga Islam sebagai 
agama rahmatan Lil’alamin bisa terealisasi.  
 
D. Penutup 
Ushul fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu, dengan keluasan 
cakupannya, harus dijadikan metodologi dalam mengembangkan 
sistem ekonomi Islam. Ushul fiqih yang dipelopori al-Imam al-Kabir 
asy-Syafi’I dengan kitab fenomenalnya ar-Risalah menjadi sebuah 
disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka menjawab 
permasalahan kehidupan termasuk ekonomi. Dimana sistem 
ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang khas dan unik, 
karena ia dibangun diatas dalil-dalil syara’. Sedangkan dalil-dalil 
syara’ yang layak dijadikan hujjah yakni al-Qur’an, as-Sunnah, 
Ijma’ shahabat dan Qiyas syar’I merupakan dalil qath’I. Dari dalil-
dalil syara’ tersebut semua problematika kontemporer akan 
terpecahkan, termasuk dalam permasalahan muamalah kontemporer. 
Dalam konteks inilah pentingnya peranan ushul fiqih sebagai 
metodologi pengembangan system ekonomi Islam.  Maka dari itu, 
ushul fiqih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi melainkan pada 
sistem ekonomi. Karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat 
dasar pijakan yang qath’I berdasarkan wahyu. Disinilah peran Ushul 
Fiqih, sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi 
dalam rangka menjawab seluruh problematika ekonomi 
kontemporer.  
Berdasarkan kajian deskriptif kualitatif yang penulis analisis, 
dari penelusuran dalil-dalil syara’ tersebut, terdapat tiga asas 
perekonomian dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi objek 
pengembangan ushul fiqih yaitu pertama; kepemilikan yang 
mencakup kepemilikan individu, umum dan Negara. Kedua: tentang 
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pengelolaan harta yang meliputi hukum-hukum baitul mal (untuk 
pengelolaan kepemilikan negara) dan muamalah (untuk pengelolaan 
kepemilikan individu). Ketiga: tentang distribusi, bahwa Islam 
melarang ihtikar (menimbun barang komoditas) serta melarang 
menimbun emas (kanzul mal). Dalam konteks distribusi inilah yang 
mejadi salahsatu kekhasan system ekonomi Islam dengan system 
lainnya, yakni distribusi tidak didasarkan kepada landasan lain 
kecuali distribusi itu sudah ditentukan oleh dalil syariah. Seperti: 
distribusi harta zakat, distribusi bagian harta waris, dan sejenisnya.  
Yang harus dipahami dan ditegaskan oleh penulis, bahwa 
fakta atau objek wajib diketahui status hukumnya, baik itu fakta 
berupa benda maupun perbuatan, yang keduanya wajib terikat 
dengan hukum syari’ah dalam artian status hukum keduanya harus 
diketahui terlebih dahulu melalui penggalian hokum (istinbath). 
Adapun kaidah ushul pada benda adalah hukum asal pada benda 
adalah mubah (halal) selama tidak ada dalil yang mengharamkan, 
dan pada perbuatan terdapat kaidah ushul hukum asal perbuatan 
seorang hamba terikat dengan hukum syara’. Sebagai contoh dalam 
konteks bekerja, Allah dan Rasul-Nya sudah menjelaskan baik itu 
jenis benda yang ribawi maupun jenis pekerjaan yang tergolong 
riba. Karena perkara riba dijelaskan oleh sumber yang pasti (qath’I 
ats-tsubut) dan pasti penunjukkan maknanya (qath’I ad-dilalah), 
sehingga mengandung konsekuensi hukum ath-thalab al-jaazim li 
at-tarki (tuntutan yang tegas untuk ditinggalkan).  
Dalam konteks luas, ushul fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu 
menjadi sebuah kebutuhan dalam menjawab seluruh permasalahan 
kontemporer yang saat ini beragam. Disinilah dibutuhkan sumber 
daya insani yang memiliki kompetensi dibidang syariah dan mampu 
mengkaji fakta permasalahan ekonomi sehingga faka tersebut dapat 
dihukumi berdasarkan dalil syariah. Aktivitas (ijtihad-red) inilah 
yang akan menjaga keberlangsungan khazanah ekonomi islam. 
Saatnya aktivitas muamalah individu, kolektif dan Negara 
dikembalikan kepada landasan yang benar yakni dalil syariah 
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sehingga tidak ada aktivitas individu, kolektif ataupun kebijakan 
Negara yang bertentangan dengan syariah. Tentu hal ini akan lebih 
sempurna dan komprehensif jika institusi politiknya sejalan dengan 
aturan Allah Ta’ala Sang Pencipta. Walhasil, Islam sebagai agama 
rahmat bagi semesta alam bisa terwujud.  
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